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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai                           “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009-2013”. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kerangka berfikir dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya pembangunan ekonomi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode verifikatif/asosiatif. Penelitian asosiatif dimaksudkan untuk mengetahui hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kempat variabel dalam penelitian ini melalui pengujian hipotesis. Pengumpulan  data yang digunakan adalah berupa dokumen berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2009-2013. Teknik analisis data menggunakan pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan koefisien determinasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat sedangkan secara parsial tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK)  terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat.
Kata Kunci : 	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pertumbuhan Ekonomi

I.	PENDAHULUAN
Tahun 2001 merupakan tahun yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena sejak tahun 2001 tersebut telah terjadi perubahan yang sangat fundamental di dalam pola pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pola pengaturan hubungan antara pusat dan daerah yang semula bersifat sentralistik di masa orde baru yang dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah dirubah dalam suatu pola hubungan yang bersifat desentralistik yang dituangkan melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
Setelah beberapa tahun otonomi daerah berjalan, kedua undang-undang ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Beberapa hal yang menjadi filosofi dari otonomi daerah adalah sebagai berikut;
1.	Eksisitensi pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis.
2.	Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi.
3.	Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik.
4.	Pelayanan publik ada yang bersifat pelayanan dasar dan ada yang bersifat pengembangan sektor unggulan.
5.	Core Competence merupakan sintesis dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tenaga kerja dan pemanfaatan lahan (Suwandi : 2005).
Terselenggaranya otonomi seluas-luasnya maka diperlukan suatu pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas atau sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Salah satu faktor yang sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah adalah faktor keuangan, sebagai tulang punggung bagi terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah. Dengan demikian salah satu cirri dari suatu Daerah Otonom adalah terletak pada kemampuan self supportingnya dalam bidang keuangaan. Karena itu kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana.
Pengelolaan anggaran berasas kemandirian dapat dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian otonomi daerah yang dilakukan oleh Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri (1991) menyatakan bahwa ada 6 (enam) macam faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah melaksanakan otonomi daerah, yaitu kemampuan keuangan daerah, kemampuan aparatur, kemampuan aspirasi masyarakat, kemampuan ekonomi, kemampuan organisasi dan kemampuan demografi. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan keuangan itu sendiri adalah kemampuan daerah membiayai segala urusan rumah tangganya baik pemerintahan maupun pembangunan dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, yaitu dengan menggunakan variable pokok kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (seluruh penerimaan daerah yang bersangkutan), sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) erat kaitannya dengan kemandirian keuangan suatu daerah.
Realita menunjukkan yang terjadi selama ini adalah masih terdapatnya kesenjangan fiskal vertikal dan kesenjangan fiskal horizontal bagi sejumlah daerah di Indonesia. Kesenjangan fiskal vertikal timbul karena adanya keterbatasan sumber dan kewenangan penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak maupun bukan pajak, serta adanya kebutuhan pengeluaran daerah yang jauh lebih besar, sedangkan kesenjangan fiskal horizontal terjadi karena perbedaan kapasitas antar daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri yang tergantung dari distribusi luas dan besarnya kewenangan atas objek dan basis pajak serta kewenangan sumber-sumber non pajak. Kesenjangan ini dapat pula terjadi karena adanya perbedaan biaya dan tekanan permintaan atas pelaksanaan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab daerah bersangkutan.
Hal tersebut tentu berimplikasi pada terjadinya peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, kurangnya kemandirian daerah, dan munculnya ketidakpuasan masyarakat di daerah. Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya bagi kepentingan nasional dan bagi kepentingan daerah, dalam hal perimbangan keuangan, pemerintah pusat memberikan bantuan diantaranya berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di samping Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pada dasarnya adalah untuk menambah sumber pendapatan bagi daerah.
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Terjadinya pembangunan ekonomi disuatu negara atau daerah ditandai dengan beberap aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan.
Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan sebagai ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui penambahan pendapatan nasional riil. Perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek penting yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk.
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini menempati urutan ke-18 dan dari 20 negara yang mempunyai PDB terbesar di dunia. Hanya ada 5 negara Asia yang masuk ke dalam daftar yang dikeluarkan oleh bank dunia yaitu Indonesia (urutan ke-18), Jepang (urutan ke-2), Cina (urutan ke-3), India (urutan ke-11) dan korea selatan(urutan ke-15).
Secara nasional Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat (dengan migas) atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai 1.070,18 trilyun rupiah. Adapun jika dihitung atas dasar harga konstan PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2013 mencapai 386,84 trilyun rupiah. Jika dirinci berdasarkan kabupaten/kota, maka Kabupaten Bekasi adalah kabupaten yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2013 Kabupaten Bekasi memberikan peranan sebesar 13,60 % terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat. Kemudian kabupaten/kota yang memberikan peranan terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat adalah kota Bandung. Kota Bandung berperan sebesar 13,16 % terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2013.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan penjelasan di atas maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:
1.	Pendapatan sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD seharusnya menunjukan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.
2.	Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang berpotensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, demikian sebaliknya bagi daerah yang berpotensi fiskalnya kecil, tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.
3.	Dana Alokasi Umum (DAK) diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan yang menjadi program prioritas nasional sehingga penggunaanya tidak untuk kebutuhan lainnya.

Rumusan Masalah
Setelah masalah terdefinisi dan teridentifikasi, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah :
1	Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU), dan  Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 – 2013.
2	Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan  Dana Alokasi Khusus (DAK)  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 – 2013 baik secara simultan maupun parsial.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis variabel bebas sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian adalah menganalisis dan mengetahui : 
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU), dan  Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 – 2013.




Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis telah terima selama masa perkuliahan di Program Magister Manajemen Universitas Pasundan.
2.	Pemerintah Jawa Barat penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkanpendapatan daerah yang menceminkan tingkat kemandirian daerah.
3.	Bagi Program Magister Manajemen Universitas Pasundan, penelitian ini akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan atau referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.

Manfaat Praktis
Penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai kajian-kajian yang berkaitan dengan penerimaan daerah khususnya PAD, DAK dan DAU dalam penyelenggaraan  otonomi daerah khususnya di Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kerangka berfikir dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya pembangunan ekonomi. 
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS
2.1	 Kajian Pustaka

Pendapatan Ali Daerah (PAD)   
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  dikelompokkan atas :
1.	Pajak daerah,
1.	Retribusi, 
1.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
1.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antar provinsi dan kabupaten/kota.   
  
Dana Alokasi Khusus (DAK)   
Adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu yang sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. 




Pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994;10).

2.2 	  Kerangka Pemikiran
Konsep desentralisasi fiskal yang diberlakukan pemerintah yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberi konsekuensi pada daerah otonom atau pemerintah daerah untuk memiliki wewenang dalam melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efesien dan efektif.
Pemerintah daerah dituntut kejelian dalam melakukan pengalokasian sumber daya yang dimiliki baik sumber pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri maupun pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat.
	Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.	Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)
1.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sumber pendapatan yang dominan diantaranya adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU).
 Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, keuangan daerah dituangkan dan disusun dalam dokumen yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik untuk provinsi, kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pihak eksekutif (aparatur pemerintah daerah) dan pihak legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), masing masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan jika sudah disahkan oleh pihak legislatif (DPR).
	Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagaimana tujuan otonomi daerah diharapkan terciptanya kemandirian daerah yang ditandai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diharapkan dana yang berasal dari pemerintah itu yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah digunakan untuk hal-hal produktif yang bisa mendorong peningkatan investasi dalam belanja modal yang berdampak pada peningkatan layanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi publik.
Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur tingkat kesejateraan masyarakat dalam suatu daerah, kaitannya dengan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat pemerintah mempunyai kewajiban turut serta dalam menciptakan masyarakat yang sejatera, aman dan tentram. Dengan menggunakan potensi keuangan dan sumber daya yang dimiiki pemerintah daerah, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tertentu, yang pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Hasil penelitian Daslan Simanjuntak (2006) dengan menggunakan variable PAD dan DAU yang menunjukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif  dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
Amin Pujiati (2007) mengnalisa Pertumbuhan Ekonomi di Keresidenan Semarang era Desentralisasi Fiskal hasil analisanya menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini kontradiktif terhadap hasil penelitian Daslan Simanjuntak (2006) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
 Penelitian Adi (2006) menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan temuan Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiscal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan secara lebih efesien berbagai potensi local untuk kepentingan public.
Penelitian Walidi (2009) menunjukkan bahwa DAU mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini kontradiktif dengan hasil analisa Amin Pujiati (2007) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi














Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut ;
1.	Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi.
1.	Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi.
1.	Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi.
1.	Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi.

III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berpendekatan kuantitatif, berjenis deskriptif dan asosiatif. Dikatakan pendekatan kuantitatif sebab pendekatan yang digunakan menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan membuat pencanderaan/ lukisan/ deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematik, faktual dan teliti (Ginting,2008:55). Sedangkan dikatakan sebagai penelitian asosiatif karena penelitian ini menghubungkan dua variabel atau lebih (Ginting, 2008:57).
Adapun data yang disajikan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada dan tersedia baik di buku-buku literatur ataupun sumber-sumber lain. Adapun data sekunder pada penelitian terdiri atas Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan data Pertumbuhan Ekonomi yang dinyatakan dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
Kriteria dalam penelitian ini adalah laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh laporan keuangan dari tahun 2009 – 2013 yang berjumlah 130 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
Teknik data yang digunakan adalah statistik inferensial. Teknik analisis dengan menggunakan statistic inferensial digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara parcial maupun secara simultan.
IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengolahan data secara deskriptif maupun verifikatif mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun Angaran 2009-2013, didapat hasil sebagai berikut :
Pembahasan Analisis Deskriptif
Berikut akan diuraikan mengenai kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)  dan pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun Angaran 2009-2013, sebagai berikut :
1.	Pendapatan Asli Daerah per tahun selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan titik maksimum yaitu Rp 2.678.890.729.809 dan minimumnya yaitu Rp 2.584.934.168.  Rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 378.963.115.237 sedangkan rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah terrendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp  156.837.965.886. Peningkatan rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2009-2012 sedangkan penurun rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2012-2013. Hal ini berarti nilai Pendapatan Asli Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi penurunan.
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)  per tahun selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan titik maksimum yaitu Rp 1.887.770.112.500 dan minimumnya yaitu Rp 1.086.282.210.  Rata-rata nilai Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp Rp 1.041.516.913.750 sedangkan rata-rata nilai Dana Alokasi Umum (DAU) terrendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 595.660.314.639. Peningkatan rata-rata nilai Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi pada tahun 2010 sampai dengan 2013 sedangkan penurun rata-rata nilai Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi pada tahun 2009-2010. Hal ini berarti nilai Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat mengalamai fluktuasi kenaikan.
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) per tahun selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan titik maksimum yaitu Rp 179.732.880.000 dan minimumnya yaitu Rp 216.694.720.  Rata-rata nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 74.024.236.269 sedangkan rata-rata nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) terrendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp 48.996.373.269. Peningkatan rata-rata nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) terjadi pada tahun 2009 – 2010 dan 2011 – 2012  sedangkan penurun rata-rata nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) terjadi pada tahun 2010 – 2011 dan 2012 – 2013. Hal ini berarti nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat mengalamai fluktuasi penurunan.
4.	Pertumbuhan ekonomi per tahun selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan titik maksimum yaitu 10,59% dan minimumnya yaitu 0,60%.  Rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 5,75% sedangkan rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi terrendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 5,70%. Peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2009 sampai dengan 2010 dan 2012 – 2013  sedangkan penurun rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2010 – 2011 dan 2011 – 2012. Hal ini berarti nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat mengalamai fluktuasi penurunan.
Pembahasan Analisis Verifikatif
Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK)  tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penjelasan akan diuraikan di bawah ini adalah sebagai berikut :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Dimana dari nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.000 dan memiliki arah koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0.346. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Maryati (2010), Adi (2006), serta Setyawati (2007). Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan tingkat PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut. Karena PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki. Salah satunya dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Dengan pembagunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Dimana dari nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.002 dan memiliki arah koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0.100. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan begitu pula sebaliknya. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fabianus (2012), Maryati (2010), serta Setyawati (2007). Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih di domonasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditujukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal. Hal ini tidak jauh beda dari peran PAD yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)  Terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat 
Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK)  terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Dimana dari nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.118 dan memiliki arah koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0.051. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Maryati (2010), Setyawati (2007), serta Akbar (2012). Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, dan lain-lain. Artinya tidak boleh disalahgunakan/digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan.
Pengalokasian DAK lebih difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Berbeda dengan DAU, pemanfaatan DAK oleh daerah tidaklah fleksibel dan leluasa tetapi harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat.
Dengan fokus alokasi kepada belanja fisik sarana dan prasarana infrastruktur, aset tetap hasil belanja DAK akan menjadi modal dasar bagi masyarakat di daerah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarahkan pada peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat.
Taaha et all.(2009) dan Santosa (2013) menemukan hubungan positif antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi dengan penjelasan bahwa alokasi DAK lebih diarahkan pada investasi pembangunan berupa sarana fisik penunjang yang berguna bagi publik masyarakat.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  Terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 82.257, dimana kriteria penolakan Ho jika : Fhitung lebih besar dari Ftabel atau Fo>F 1,n-2, dengan mengambil taraf signifikan () sebesar 5% maka dari tabel distribusi F didapat nilai Ftabel untuk F (0,05 ; 2,127 = 3.834, atau cukup melihat nilai sig F yang sebesar 0.000 yang artinya dengan  lebih kecil dari 5% menunjukan signifikan. Dikarenakan Fhitung 82.257 lebih besar dari Ftabel 3.834, dan sig F sebesar 0.000, maka Ho ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara linier antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat atau dapat diartikan terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) ke tiga variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun Angaran 2009-2013.

V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan
1.	Pendapatan Asli Daerah per tahun selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan titik maksimum yaitu Rp 2.678.890.729.809 dan minimumnya yaitu Rp 2.584.934.168.  Rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 378.963.115.237 sedangkan rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah terrendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp  156.837.965.886. Peningkatan rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2009-2012 sedangkan penurun rata-rata nilai Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2012-2013. Hal ini berarti nilai Pendapatan Asli Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi penurunan.
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)  per tahun selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan titik maksimum yaitu Rp 1.887.770.112.500 dan minimumnya yaitu Rp 1.086.282.210.  Rata-rata nilai Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp Rp 1.041.516.913.750 sedangkan rata-rata nilai Dana Alokasi Umum (DAU) terrendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 595.660.314.639. Peningkatan rata-rata nilai Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi pada tahun 2010 sampai dengan 2013 sedangkan penurun rata-rata nilai Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi pada tahun 2009-2010. Hal ini berarti nilai Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat mengalamai fluktuasi kenaikan.
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) per tahun selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan titik maksimum yaitu Rp 179.732.880.000 dan minimumnya yaitu Rp 216.694.720.  Rata-rata nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp 74.024.236.269 sedangkan rata-rata nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) terrendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp 48.996.373.269. Peningkatan rata-rata nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) terjadi pada tahun 2009 – 2010 dan 2011 – 2012  sedangkan penurun rata-rata nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) terjadi pada tahun 2010 – 2011 dan 2012 – 2013. Hal ini berarti nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat mengalamai fluktuasi penurunan.
4.	Pertumbuhan ekonomi per tahun selama lima tahun terakhir (2009-2013) dengan titik maksimum yaitu 10,59% dan minimumnya yaitu 0,60%.  Rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 5,75% sedangkan rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi terrendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 5,70%. Peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2009 sampai dengan 2010 dan 2012 – 2013  sedangkan penurun rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2010 – 2011 dan 2011 – 2012. Hal ini berarti nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat mengalamai fluktuasi penurunan.
5.	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan begitu pula sebaliknya.
6.	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan begitu pula sebaliknya.
7.	Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK)  terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, dan lain-lain. Artinya tidak boleh disalahgunakan/digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan.
8.	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat. 
Rekomendasi
1.	Pengeluaran pemerintah tiap daerah hendaknya diarahkan lebih baik agar pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih cepat dan alokasi pembangunan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. 
2.	Pembangunan manusia perlu dilakukan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan mencapai pembangunan ekonomi regional. Untuk itu diperlukan peranan pemerintah daerah dalam mengalokasikan, dan mengawasi dana untuk mendukung pendidikan agar lebih berkualitas dan terarah. 
3.	Diharapkan setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam usaha mendorong pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan faktor keseimbangan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor perekonomian. 
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